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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hakim

bersikap aktif dalam memerik "/\' esaikan perkara perdata, antara
lain meliputi: hakim be /, i‘[UF‘;‘q\‘ lajari berkas perkara,
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menetapkan ha angs 4' ‘\
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clesaikan perkara
perdata pada tahap persidangan maupun pembuktian, antara lain meliputi:
ketika hakim melakukan kewajibannya yaitu dengan terlebih dahulu membuka
sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, hakim meneliti identitas
para pihak dan kehadirannya, hakim memberikan petunjuk kepada penggugat
atau kuasanya terkait dengan gugatan yang diajukannya, hakim

mengupayakan tercapainya perdamaian diantara para pihak yang



bersengketa dengan menunjuk mediator, hakim memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak berperkara atau kuasanya mengajukan argumen yang
dituangkan dalam jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan. Hakim
memberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya untuk
mengajukan alat bukti. Hakim membagi beban pembuktian secara adil dan

proporsional.

t /
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keadaan tertentu. Hakim menerima atau menolak atau memisah-misah

pengakuan.

Hakim melakukan permusyawaratan majelis dalam mengambil
keputusan. Hakim memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dalam
pertimbangan (ratiodecindenci) dalam merumuskan diktum atau amar

putusannya. Hakim menyusun konsep putusan, mengoreksi dan



menandatangani. Sikap aktif hakim dalam tahap persidangan diakhiri ketika

hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum.

Demikianlah tugas dan sikap hakim dalam menyelesaikan perkara
perdata. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam putusan hakim adalah
ketika hakim membatalkan gugatan pemohon atau penggugat dan

memutuskan bahwa para pihak yang berperkara (suami istri) tersebut

putusan te nad ehe & D1h cbut telah

mentalak wa sudah sebany ak  tig atar/ belakang
tersebut, mé alam sebuah
karya tulis il . Perspektif

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang
diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara talak?

b. Bagaimana putusan hakim dalam perkara talak ?



c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam
perkara talak ?
2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan pembatasan masalah

supaya obyek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak

pada wilayah-wilayah penen. Untuk itu penyusun hanya
i : i wilayah pembahasan talak 3

—-::j\.-!r '“lt U I'. { C (] 2 S, maka

tujuan pen | , ‘_ ‘ % - I'b‘“\\
. o®

3. Mendiskipsikan putusa

hukum Islam/syar’i

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, hasil dari penelitian ini

mempunyai manfaat sebagai berikut:



1. Secara teoritik dapat dijadikan bahan informasi atau kontribusi baru
tentang amar putusan hakim pada bidang peradilan agama dan
kemasyarakatan Islam di Indonesia secara umum.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi
perkembangan peradilan agama khususnya hakim dalam memutuskan
suatu perkara cerai dan pengembangan pemahaman hukum keluarga

di seluruh lapisan masyarakat’ie

masuk pengembangan pemahaman




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Talak dalam Tinjauan Syar’i

1. Pengertian Talak

Talak (perceraian)' se€: 5a,_dan teks dalam nash yang
bermakna talak ber, / MU \ ?
f‘ .(p“b f‘f M
%ASS

‘4 f//

! Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpisahan, perpecahan,
perihal bercerai antara suami istri, W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), him. 261.

2 Masdar secara definitif adalah isim (kata benda) yang jatuh pada urutan ketiga dalam
tashrifan fi'il (perubahan kata dalam bahasa arab), yakni seperti (=@
L= - e maka kata yang pada urutan ketiga adalah masdar (L), Lihat Ahmad
Zaini Dahlan, Syarhu Mukhtashar Jiddan ‘Ala Al-Jurumiyah, (Surabaya : Hidayah,
2007) him. 20.

¥ A.W. Munawwir, Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya : Pustaka
ProgreS|f) 1997, him. 862.

4 Abdul Rohman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2004) him. 80.

Sayyld Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), him. 2.



“Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”®

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya Al-Muhadzzab Fi Fighi Al-Imam

As-Syafii memberikan definisi talak dengan :
oFJéM\Lﬂac\Sﬂ\ dac (Ja

“Talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan
semacamnya”’

Imam Taqiyuddi tam kitab Kifayataul Akhyar Fi Halli

Ghayatil Ikhtishar m /

< p.S MU HA 4;\.
WRKASS gl

ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri
tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan

ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang

® sayyid Sabig, Ibid, him. 2
" Abu Ishagq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al-Muhadzzab Fi Fighi Al-lmam As-Syafii, (Beirut :
Daar Al-Kutub), 1995, him. 3.
8 Tagiyuddin Abu Bakr, Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtrishar, (Semarang : Putra
Semarang), him. 84.
® Abdur Rohman Al-Jaziri, Kitabul Figh ‘Ala Madzahibil Arba’, (Beirut : Daarul Kutub Al-
‘llmiyah), 1996, him. 248



mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari
tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami

dalam talak raj’i*°.

. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-

Qur’an, As-Sunnah dan Iljma’ Ulamg

Artinya:
Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal
yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di

sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh

1% Tihami, Figih Munakahat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), him. 229.
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (semarang: CV Toha Putra,1989),
him. 36.

12 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar al-Kutub al lImiyah, 1996), him. 34



pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam
mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan
perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam
mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan
keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan

perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya.

untuk mendamaikan

bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan
saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya
karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik,
dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena

perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah llahi yang

'3 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 144
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patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah
tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal
dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai ,pintu darurat'
yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak
dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Ketiga, ijma’ ulama sepaket, bahwa talak disyari'atkan dalam

) "y

: "‘[,.‘lgr: #fu. 5

Lentera Basritama,
2002) him. 441
® Salah satu ciri khas dari K ' eksibelitas ketetapan hukum yang
didasarkan dengan situasi dan kelayakan penetapan hukum berdasarkan kondisinya,
sehingga ulama’ Figih membuat kaedah “Lae 5 lasay ade ae 50 Sal”. Maka tidak
mengherankan satu kasus bisa dihukumi dengan hukum yang berbeda-beda (wajib,
haram, sunnah, makruh dan mubah ) berdasarkan situasi dan kondisi yang
menuntutnya. Lihat Abdillah Bin Sa’id, Idhahul Qawaid al fighiyah,(Surabaya:
Hidayah), 1990, him. 85.
® Muhammad Ali As-Shabuni berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah mubah,
ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an yang berbunyi (osiad oalsillad Ll 23k 13), dalam
hal ini ia lebih lanjut merinci bahwa hal mubah adakalanya boleh dilakukan dan
adakalanya boleh dilakukan tapi itu sangat tidak disenangi oleh Allah SWT, dalam hal
ini ia menjustifikasi talak kepada hal mubah yang sangat dibenci oleh Allah SWT,
dengan dalil, riwayat dari Rasulullah SAW. :)
Gl il die clalall (sl e of QB 4l Al 5 adde & o d) Jsm ) oo g5 85
lihat, Muhammad Ali As-Shobuni, Tafsir Ayatil Ahkam, (Beirut : Daarul Qur'anil Karim,
1999), him. 432-433.
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seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya,
apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi
suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan
yang menghawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak
dalam kondisi yang seperti ini*’. Hal ini dilandaskan kepada hadis Nabi
SAW. tentang perbuatan halal yap§ialing dibenci oleh Allah SWT

Talak bisa menj /Im \. dibutuhkan. Hal ini terjadi

S MUH4 Jb
KAS Sq 4:3

%\dll W/
-E‘ ... eta %ﬁf @

sesuatu yang bisa

Jabir Al- Ju I, dar| g
Saw. bersabda ; tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh
juga membalas perbuatan orang lain yang membahayakanmu’(H.R.
Ibnu Majah Dan yang lain )*°

Talak menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri

jika sang istri tidak istigomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah

7" Al-Mannar, Figih Nikah, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), him. 103.

'8 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz 1, (Beirut: Darul Fikr), him. 143.

% Dari hadis ini Ulama Figih membuat kaedah Figih yang dijadikan pedoman dalam
penetapan hukum, yakni (Jx _=l). Bahwa, setiap hal yang mendatangkan
kemudaratan harus dijauhkan dari diri kita, lihat Abdillah Bin Sa’id, Op. cit., him. 42.
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agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa
lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka
sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut®.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila suami mendapati
istrinya melakuka zina maka tidak dimungkinkan lagi suami
mepertahankan istri yang demikian®

Talak hukumnya m
-

m dijatuhkan oleh suami bila kondisi

L) L
> \\-“'i*{ff/

terjadinya akad dan kedua pasangan sah menjadi suami istri.

b. Istri

2 Abu Malik Kamal, Figih Sunnah Wanita, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), him. 235.

! pendapat Ibnu Taymiyah ini sesuai dengan konsep yang ia tawarkan dalam magosidut
tasyri’,yakni bahwa setiap konsep hukum merujuk kepada tujuan dasarnya, dalam hal
ini yang menjadi landasan awal dari konsep hukum Islam adalah hifdzud diin (menjaga
agama). Lihat, Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiiz Fi Ushulil Figh, (Beirut : Mu’assasah Ar-
risalah, 1994), him. 379.

2 Apu Malik Kamal, Op.cit, him. 236.

2 Badran Abu Ainaini, Al-Figh Al-Mugaran Li Al-Ahwal As-Syahsiyah, (Beirut: Daar An-
Nahdhah), him. 314.



4. Syarat-syarat Talak

13

Orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek

yang akan mendapat talak.

Lafaz (shighat)

Yang menunjukkan adanya maksud untuk mentalak, baik itu diucapkan
secara jelas®* (sharih) maupun dilakukan melalui sindiran®® (kinayah)

dengan syarat harus disertai dedgan adanya niat®

pS MUH4
WAS S
N’“* -

o \\\i‘h‘"ﬂ‘//

Vvtf 0 'UJ o

24
25

26

27

tidak langsung.
Golongan Ulama Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama dalam
jumlah rukun yang menjadi unsur dalam talak. Dalam pendapat Ulama Syi’ah
Imamiyah, persaksian dua orang saksi menjadi rukun yang harus dipenuhi untuk
menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada istri dianggap sah. Menurut
pendapat mereka, saksi yang menjadi rukun haruslah juga memenuhi persyaratan :
Pertama, berjumlah dua orang. Kedua, keduanya laki-laki. Ketiga, semua saksi
memiliki sifat adil. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal As-Syahsiyah, (Beirut :
Daar Al-Fikr Al-‘Arabi), him. 430-434.

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1974), him. 150. Dalam hal kedewasaan (baligh) terjadi khilaf diantara ulama’
yakni talak yang dijatuhkan suami yang belum dewasa secara umur (belum baligh
yang ditandai dengan ihtilam) tapi secara pikiran ia paham dan mengerti akan talak
yang diucapkannya. Jumhur berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, karena tidak
ada taklif baginya. Akan tetapi sebagian ulama’ berpendapat bahwa talaknya jatuh
dengan mempertimbangkan pengetahuannya tentang talak



29

14

Seperti suami terpaksa dalam melakukannya®® (ikrah), suami
yang dalam keadaan mabuk® (sakr), suami yang sedang
marah® (ghadhab)®'.

b. Syarat bagi yang ditalak (Mutahallagah)

Para ulama figh sepakat bahwa istri yang boleh ditalak oleh suami

ialah :

il eria niat maka hukum
talaknya tidak Hbah' Z uha s a Adillatuhu, (Beirut :

Mabuk yang disebabkan oleh ang agama sepereti meminum khamr
atau narkoba dll, maka hukum talaknya adalah sah. Inilah pendapat yang dipegang
oleh Jumhur Ulama Madzhab. Ini sesuai dengan Hadis Nabi dari Abu Hurairah ;

ssiadl G Y el @Al K| Sebagian Ulama Hanafiyah memandang, bahwasanya
mabuk dengan alasan apapun tetap saja hakikatnya ia hilang akal dan tidak
memahami akan apa yang ia ucapkan dan ia kerjakan. Oleh sebab itu talak yang
dijatuhkan dalam keadaan mabuk dengan alasan apapun tetap tidak sah. Wahbah
Zuhaily , Ibid., him. 6883.

% Thalak yang dilakukan dalam kondisi marah atau emosi tidak sah, jika marahnya itu

31
32

dalam kondisi ia kalap. Yakni dalam kondisi tersebut ia tidak menyadari imbas dari
apa yang ia ucapkan dan ia perbuat karena emosi yang tinggi menutup akal sehatnya,
dan ia tidak bertujuan untuk melakukan hal yang demikian dalam kondisi yang normal
(tidak marah). Adapun jika terbukti talak yang diucapkannya bermaksud menjatuhkan
talak, maka hukumnya sah talaknya. Ibid., him. 6882.

Ibid., him. 150-152.

Kamal Mukhtar, Op. cit., him. 154-155.
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Abbas berkata : tidak sah talak kecuali terhadap perempuan
yang sudah dinikahinya”(HR. Abu Bakar Abdur Razak bin
Himam As-Shan’ani)*

2) lIstri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum
dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.

c. Syarat dalam shighat talak®

Syarat dalam shighat talak ada yang diucapkan dengan perkataan

yang jelas (sharih G diucapkan dengan

sindiran (ki
y "5' Jﬂfh' ngan niat. Artinya
PN o
'y

-\ suami). Lihat Badran
e

Thalak Sharih, adaladi.lafadz ( UICE ng-tElalujel akna dan tujuannya
dan secara kebiasaan lafadz te untuk thalak. Seperti lafadz talak,
contoh ; “saya talak kamu” atau “kamu haram bagi saya”, pada redaksi yang kedua
sekalipun bentuknya berupa sindiran tapi secara kebiasaan lafadz tersebut sudah jelas
arahnya, yakni mncaraikan istrinya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Madzhab
Hanafiah. Sedangkan menurut Madzhab Syafii, lafaz dalam talak sharih tertentu
dalam 3 lafaz, yakni ; 1. Talak (2 (3. Firag (3 (&8 Sarh (z'~), pemakaian ini
dilandaskan kepada pemaknaan lafaz tersebut dalam Al-Quran, surah Al-Bagarah ;
229, Al-Bagarah ; 231, An-Nisa ; 130, dan Al-Ahzab ; 28. Sedangkan Thalak Kinayah
adalah setiap lafaz yang bisa dipakai dan memilki makna talak serta makna selain
talak, dan khalayak tidak memahami tentang pemakiannya untuk talak, misal suami
berkata kepada istrinya; “pergi kamu” atau “terserah kamu, maunya apa”, dil. Jumhur
sepakat bahwa pemakaian lafaz kinayah dalam talak, memiliki imbas hukum jika
disertai dengan niat. Jika tidak maka talaknya tidak jatuh kepada istrinya. Lihat, Abdur
Rohman Al-Jaziri, Op. cit., him. 259

Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita,
(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), him. 469
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pendapat madzhab ini kata yang menunjukkan sharih untuk talak
ada tiga, yaitu ; talak (3>b), firaq (&)%), saraah (z!~). Hal ini karena
tiga kata tersebut dipakai dalam Al-Quran untuk menunjukkan
makna cerai, yakni dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 1, An-Nisa’ (4)
ayat 130, dan Al-Bagarah (2) ayat 229°". Berbeda dengan Syafii,

jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan lainnya) memandang

bahwasanya kesh aksi yang bermakna menceraikan
istrinya hany afazh talak (3>%). Adapun
reda -1{ : q permakna kinayah,

22,

q ; L talal unakan pula
.-f’ \ | 7

RV [/ .
ari lafaz yang ia
q-lllJ

%" Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafii, Al-‘Um, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1990), him.
296.

¥ Lebih lanjut, Imam Malik membagi kinayah dalam dua macam ; Pertama, kinayah
dzahirah yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti lafadz firaq,
(&4), saraah (z!o~). Kedua, kinayah muhtamilah, dengan arti ada kemungkinan
digunakan untuk perceraian dan untuk makna lain. Dalam kinayah dzahirah tidak
diperukan adanya niat, tapi daam kinayah muhtamilah diperlukan adanya niat. Badran
Abi Ainaini, op. cit., him. 328.

% Talak Hazil, menurut pendapat para Ulama Figih bahwa dalam pembahsan dengan
maksud dalam syarat yang keempat ini ada pembahsan tentang talak yang diucapkan
dalam kondisi bercanda ( JJt!') dan main-main («=31)). Adapun yang dimaksud dengan
orang yang bercanda dalam konteks mereka ialah orang yang bermaksud
mengucapkan lafaz talak tanpa menginginkan terjadi makna dari lafaz tersebut.
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5. Macam — macam Talak

Talak ditinjau dari boleh tidaknya ruju’ terdiri dari talak raj’i dan bain
sedangkan talak ditinjau dari segi lafazhnya terdiri dari sharih (terang-
terangan) dan kinayah (sindiran) dan talak ditinjau dari waktunya terdiri

dari talak sunni dan bid'i.

Nl

._.ﬂ' . -.I"' -.f‘i

3 i A Kebawah' p

Ve i
%"’w:“‘ :

>
H-DISE

Sedangkan yang dimaksud dengan bermain-main ialah orang yang tidak bermaksud
apa-apa baik secara lafaz ataupun maknannya. Adapun konsekuensi hukumnya ialah
bahwa jika suami tidak ridha akan ucapan yang telah keluar dari mulutnya maka hukum
talaknya batal, tapi jika ia ridha maka hukum talaknya sah. Sebagaimana dalam hadis
Nabi SAW. daa il 5 @l 5 #1Sl aa Gelia 5 aa aas &6
lihat, Wahbah Zuhaily, op. cit., him. 6886.

% lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 11, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), him. 538.
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istrinya seperti sedia kala ia sebelum menceraikan istrinya®. Adapun

hak suami ini diatur dalam firman-Nya :

@ - S0 PR - 8 oo -0 207 - 8 @ o
' wy - [ one” 9 a2y @ - - SE Anwge @ oo 0 F-L- s B -
A GIA W O O Gl Jag V5 6508 A2 Gemaaily (hla yiy Clalladll 5

T N I P o8 - & g 92 32 oy @ D
Ay 8 580 G Dl LAY aslls AL e dy S O Ogala )l (6

508 Gelle Ja NG Gy mdletle oal (e G5 \SSLal 15315 &)

"’ 2
w:,-ﬁ .
TR

G L frs -1
i
Cldl Bl U O

== ,-u-_nl:u-
ﬁz"-"t ﬁ-&ﬁ ' .

habisnya masa ‘iddahnya. Pengaruh dari talak raji nampak ketika
habis masa ‘iddah istri yang diceraikan oleh suaminya dan suami juga
tidak merujuknya, maka haramlah melakukan persetubuhan dengan
istri.

b. Talak bain

“Llbnu Rusyd , Ibid., him. 539
2 Departemen Agama RI, op. cit., him. 36
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Yaitu talak yang putus secara penuh. Dalam arti tidak memungkinkan
suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan nikah baru,
talak ba’in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan®®. Ibnu
Rusyd, berpendapat bahwa para ulama sepakat akan istilah talak ba'’in

hanya digunakan untuk talak yang dilakukan suami kepada istri yang

ditalak sebelum disetubuhi, talak untuk kali yang ketiga dan talak

O U5 G b s 5 ciliaall £28513) 1l Gl Gl

L5585 5le G Gedle oK1 U 04 A

Terjemahnya:

Djamal Nur, Figih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), him. 140.
“Ibnu Rusyd, op. cit., him. 538

“5 Abu Malik Kamal, op. cit., him. 250.

“5 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, op. cit., him. 10.
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‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya” (QS. Al-Ahzab ; 49)*

b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau
yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah

SWT:

ular

ol
SRR -

nyata. Dan istri telah mer

masa ‘iddahnya®.

Sebagaimana firman Allah SWT :

- 07 z 07, - ok f, °o- o ¥y @ W s 11 oy %
s ne 255 a8 (A day (e 41 a3 A Wil (Y

" Departemen Agama RI, op. cit., him. 424
“® |bid., him. 36.
9 Djamal Nur, op. cit.,him. 140.



21

Terjemahnya:

“‘Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin
dengan suami yang lain.”(Q.S. Al-Bagarah : 230)*°

B. Konsep Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

S|dang—3|da /

UU No 1

itu hukum perkawinan b

kitab Figih (kitab-kitab hukum islam) sedangkan secara Hukum Positif,

yang demikian tidaklah dapat digolongkan kedalam kategori hukum

* Departemen Agama RI, op. cit., him. 36.
L Amir Syarifuddin, op. cit., him. 21
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perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia secara
pasti?.

Adapun permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya
tuntutan tersebut ialah: 1) Perkawinan paksa. 2) Poligami. 3) Talak yang

sewenang-wenang. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 dalam

lembaran negara yang kebetulan nomor dan tahunnnya sama yakni No. 1

{etentuan

g ini ialah

ng pengadilan
mendamalkan

antara suami istri itu tldak akan dapat hidup rukun sebagal
suami istri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri>®

*2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada), 2002, him. 21.

% Muhammad Daud Ali, Ibid.,him. 22

** Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI, (Bandung : Citra Umbara, 2007), him.
16.

** Ratna Batara Munti, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam, (Jakarta : LBH-APIK,
2005), him. 77



23

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di samping peraturan perundang-undangan negara tentang
perkawinan, peraturan tuntang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), dalam hal ini aturan dalam KHI menjadi pedoman dan
acuan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa dalam

perkawinan. Adapun penyebarluasan KHI dilakukan melalui Instruksi

uu Perk
Indonesia, y
sisi Figih \._m.. : 12 ama’ Syafiiyah

ditemukan perbedaan pendapat dalam kalangan ulama’ Syafi'iyah sendiri,

%% Amir Syarifuddin, op. cit., him. 21

*" Ibid, him. 21-22.

%8 Figih Madzhab Syafii adalah Figih yang telah mengakar kuat dalam praktek dan
ideologi masyarakat Indonesia. Karena dalam percaturan hukum di Negara Indonesia,
s ecara historis pada tahun 1953 konsep Figih dan Figih Madzhab Syafi’i dijadikan
rujukan resmi oleh hakim Pengadilan Agama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa
sejak saat itu Madzhab Syafi’i adalah “madzhab resmi negara Indonesia”. Lihat, Abdul
Hadi Muthohhar, Pengaruh Madzhab Syafi’i Di Asia Tenggara ; Fiqih Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia,
(Semarang : CV. Aneka llmu, 2003), him. 52-53.
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apalagi jika diperluas keluar Madzhab Syafi'i tertunya ikhtilaf akan lebih
banyak muncul dalam setiap pemasalahan munakahat.

Dari pertimbangan diatas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah
perangkat peraturan yang diramu dari pendapat Figih yang berbeda

dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata

dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini.

1]
- o

~

uhf ://Iﬂn‘p:‘\\

dalam pasal 115 :
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Untuk dapat mengabulkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan
Agama, alasan mengajukan talak haruslah dapat dipertanggung

jawabkan. Dalam hal ini KHI telah mengaturnya, sebagaimana dipaparkan

dalam pasal 116 bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan :
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(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya.

(3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman vyang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain.

(5) Salah satu pihak mencacat badan atau penyakit dengan

o .

o
qg?:ﬁf@ﬂ;ﬁﬂqgh dianggap sebagai

salah satu bukti nyata kepedulian dan niat negara untuk
menunjukkkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berawal dari hal tersebut, kelahiran undang-undang 1974 tentang

perawinan belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di

% Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI, op. cit., him.268-269
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Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum
masyarakat dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah

pengadilan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat
subtansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai

dengan pasal 41 undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan, dalam

-
% pasal 38: pe rdana £ i8
pengadilan
® pasal 39
1) Perceraian haiya-dapat ffe lang_pengadilan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusahada K mendamaikan kedua belah pihak,
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami istri,
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan
tersebut
®2 pasal 40
1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri
% pasal 41: akibat putusnya perkawinan karena perceraia ialah, a) baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semta-mata berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap
anak-anak, maka pengadilan memberi keputusan., b) bapak yang bertanggung jawab
atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana
bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewjiban tersebut pengadilan dapat
menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
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undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab undang-

undang hukum perdata termuat pada pasal 199%

. Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

113 yaitu diantaranya karena kematian, perceraian, dan atas putusan
pengadilan. Salah satu contoh algsan terjadinya putusnya perkawinan
karena perceraian diseb /\ 6 Kompilasi Hukum Islam,
25 MUK
sKAS

2N

a. Pengajuan permohonan cerai talak
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya,

menurut pasal 66, pasal 67 UU No. 7 tahun1989, UU No. 3 tahun

® pasal 199 KUHP: 1) karena kematian, 2) karena keadaan tidak hadir si suami atau si
istri, selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) karena
putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan
bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (burgerlijk
stan), 4) karena perceraian

® Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, hal.21
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2006 dan UU No. 50 tahun 2009, mengajukan permohonan kepada
pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar
talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan
hukum sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan hukum
sebagai termohon®. Berdasarkan pasal 129 KHI, permohonan tersebut

disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan

ustri disertai dengan alasan
eperluan itu®’

agama yang mewilaya
b. ;}\
meriks

g pertama

berusaha

dimediasi oleh seorang
pengadilan agama. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat

diajukan permohonan cerai talak yang baru berdasarkan alasan yang

66 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 241
Undang undang Repuklik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI,
him. 38

% Muhammad Syaifuddin dkk, op.cit, him. 242
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ada dan telah diketahui oleh suami sebagai pemohon cerai talak
sebelum perdamaian tercapai®®

c. Pengucapan dan penyaksian ikrar talak
Setelah majelis hakim pengadilan agama berkesimpulan bahwa kedua
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan

hukum bercerai, maka majelis hakim pengadilan agama, berdasarkan

pasal 70 UU No.50 tapkan bahwa permohonan

] \ §
&\‘iﬂill.fﬂ/f _,

| Suarmi dan st

S sttt

% Muhammad syaifuddin dkk, ibid,
© ibid
™ Lihat pasal 70 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya sesuatu yang
berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman

penelitian yang disebut metodologi p&ialitian yaitu cara melukiskan sesuatu

\ encapai suatu tujuan,

dengan menggunakan pikire
itianadaleh A2 egidzil 1ntukhencari, merumuskan

L/
& I
: it gﬁ. k’ﬁﬁ ’?.:I /

P/
'..:" L [ v 'Ff
¥ 57

1
= =
penulis

penelitian Library Research (studi kepustakaan) dan Field Research (studi
lapangan). Maka pencarian sumber data didasarkan pada data primer,

sekunder, dan wawancara.

B. Teknik Pengumpulan Data

2 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Jakarta; Bumi Pustaka, 1997
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Pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan
wawancara. Adapun data primer dan sekunder yang dijadikan pijakan adalah:
a. Sumber Primer adalah data yang secara langsung membahas
tentang kedudukan putusan hakim terhadap perkara cerai dalam

tinjuan hukum Islam yang antara lain; buku peran aktif hakim, kode

etik hakim, peradilan agama di Indonesia dan sebagainya

menganalisa serta mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul.
Tujuan analisa data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan
membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan

tersusun secara rapi dan berarti.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan

metode analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisa yang
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digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut
kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis

menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.”®

" Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kerjasana Apik dengan
PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 99
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa

1. Latar Belakang Pengadilan Agama Sungguminasa

erletak di Kabupaten Gowa,

disamping sebagai penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan,

juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di
antaranya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah

timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan

™ Sumber Data dari Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa
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berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta
sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar.

Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di
antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku

lainnya. Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah

Bugis dan Makassar, terutama yang tinggal di ibukota kabupaten.

tahun. Di samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadialan Agama
Sungguminasa walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup
mengakselarasi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan

Agama Sungguminasa.

. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

S Ibid
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a. Keadaan Geografis dan Letak Daerah
Kabupaten Gowa yang beribukota Sungguminasa memiliki luas
wilayah 1.883,33 km? yang telah di distribusi kedalam 18 Wilayah
Kecamatan dan 169 Desa/Kelurahan, Kabupaten Gowa yang
berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang

termasuk salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang

mempunyai motto Gowa -ﬂ adalah merupakan sosok

2)

3)
4)
5)
6) Pariwisata 21%"°

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan

benturan-benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga berakibat

meningkatnya kasus-kasus rumah tangga ini dapat tergambar dengan

® Ibid
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peningkatan volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama

Sungguminasa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

. Jalur Padat Lalu Lintas

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan
Makassar merupakan daerah penyangga sekaligus sebagai daerah

yang menghubungkan antara beberapa kabupaten di Propinsi

'%\

m» 1 l‘HL

Kabupaten
Jeneponto
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e. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Sungguminasa
1) Wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa
a) Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah
hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18

Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan dan 133 Desa

th‘ ‘01 ‘-HS“i& K
]

No. :

1 R{\ ii!llﬁlfég

: Sl
S L

2 L

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. | Pattalassang Pattalassang

10 | Parangloe Lanna 27.00

11. | Majunu Moncongloe 20.00

12 | Tinggimoncong Malino 59.00

13 | Tombolo Pao Tamaona 90.00

14 | Parigi Majannang 70.00

15 | Bungaya Sapaya 46.00

16 | Bontolempangan Malakaji 63.00
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17

Tompobulu

Malakayji

125.00

Melalui/via

Kab.Jeneponto

18

Biring Bulu

Lauwa

140.00

2) Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 617.317 orang terdiri dari:

a) Jenis kelamin

- Laki-laki

305.202 orang

ENDUDUKI
JABATAN
K.H. Muh.Saleh Thaha 1966-1976
2. |KH. Drs.Muh.Ya’la | - SLTA 1976-1982
Thahir
3. | K.H. Muh.Syahid - SLTA 1982-1984
4 Drs. Andi Syamsu | lll/d S.1 1984-1992
Alam, S.H.
5. | Drs. Andi Syaiful Islam | IV/a SLTA 1992-1995
Thahir

 Ibid
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6. | Drs. Muh.As’ad | IV/a SLTA 1995-1998
Sanusi, S.H.
Dra. Hj.Rahmah Umar | IV/b S.1 1998-2003
Drs. Anwar Rahman IV/b S.1 2003-2004

) Drs. Khaeril R., M.H. IV/c S.1 2004-2007

10. | Drs.H.M.Alwi Iv/d S.2 2007-2012
Thaha,S.H.,M.H.

11. | Drs. H. Hasanuddin, | IV/c S.2 2012-2015
M.H.

12 | Dra. Nur Alam Syaf, | IV/b S.2 2015-2017
S.H., M.H.
Drs. Ahmad Nur, \ 2017 s/d
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3. Kondisi Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Foto Gedung Lama Pengadilan Agama Sungguminasa
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asa

b. Foto Gedung Baru Pengadiln Agama Sunggumin

B. Definisi, Syarat-syarat dan Kedudukan Hakim

1. Definisi Hakim

Hakim berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu hakimun yang
diambil dari akar kata hakama-yahkumu-hakaman yang artinya memimpin,

memerintah, menetapkan, memutuskan. al-hakimu bisa diartikan sebagai



41

hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang
bijaksana. Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang
tepat, orang yang sempurna.’®

Dalam figih digunakan istilah Qadi sebagai pengertian hakim. As
Syirazi menggunakan istilah Qadi dalam kitabnya al-Muhazzab saat

menyatakan tentang Nabi yang mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim

ang mengutus Abu Musa Al-Asy’ari

‘ﬂ.FS,MUHAJﬁ —
6\ A.ﬁhq J‘
»1\"““ %4 2

hakim akan

donesia nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan
hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

® Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir,( Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), him.
286-287

™ Al-Syayrazi, Muhazzab fi figh mazhab al-imam syafi’i (Beirut, dar al-fikr, 1994), him.
406

8 Muhammad Salam Madzkur, Al-qgada’ fi al-Islam, Terjemahan Imran A.M,. (Surabaya,
Bina limu, 1982), him. 16

8 Haidar, Ali, Durar al-Hukkam sharh majallat al-ahkam, (Beirut: dar al-kutub al-
‘alamiyah), him. 518
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang

berada dalam lingkungan peradilan tersebut®?

Dalam definisi hakim di atas ditegaskan bahwa hakim adalah orang
yang diangkat oleh kepala negara. Artinya bahwa kedudukan hakim
merupakan wakil dari kepala negara yang dalam hal ini bertugas

menjalankan kekuasaan pe r,-'—‘/\\-g sebenarnya adalah tugas dari

dasarnya tuga ' pelaksanaan dari tugas
pengadilan itu sendiri yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan
perkara.®* Atas dasar tugas yang demikian itu, adanya hakim adalah

berfungsi menegakkan hukum dan keadilan.

82 Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8 Muhammad Salam Madzkur, op. cit, him. 408
 Ibib , him. 457
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Fungsi ini menyangkut kemaslahatan umum dalam rangka menjaga
keutuhan dan ketentraman masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta
menciptakan kedamaian, keadilan dan menjaga stabilitas negara dengan
tegaknya hukum. Mencegah terjadinya kacau-balau, menghindari konflik
sebab persengketaan, mengantisipasi kezaliman, menjaga hak-hak
individu maupun kelompok, itulah tujuan adanya peradilan yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh hé&kim_sebagai unsur inti dalam lembaga

peradilan.

6) Lulus Pendidikan Hakim

7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan
kewajiban
8) Berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela

9) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
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10)Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

b. Syarat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 14
ayat (1) bab Il UU no. 50 th 2009 adalah :

1) Syarat sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 13 ayat (1) huruf

a, b,cdgdanj

2) Berumur palipg
/< S NUHN
3) Penga f-— 5 G?ﬁ ;% Afi" tr:q akil ketua PA

/ £ 5844 4
X \\R 1"!..@;(/ ®

-_..
2
\" 'ﬁ -"!'« o akibat

[\- 1]

berbeda pendapat, tetap mereka semua mensyaratkan apa yang
disyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang
terlalu terperincikan dan ada yang tidak.®

Di bawah ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat Qadi yang

ditentukan oleh Hukum Islam secara lebih rinci, yakni :

8 Al-Siddiqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: PT Al-Maarif,
1964), him. 42-47
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1) Beragama islam
Orang yang diangkat sebagai hakim ini hendaklah orang yang
beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah
melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk
dalam wilayah orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang

Islam sendiri. Hal ini telah disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat

141.

j‘orang kafir
berkata:

akan memberi
1kan orang-orang

Mazhab Hanafi membolehkan mengangkat seorang hakim yang
bukan muslim untuk mengadili orang yang bukan muslim, sebab
keahlian (ahliyah) mengadili berhubungan dengan keahlian menjadi
saksi terhadap kafir dzimmi yang lain.®® Muhammad Salam

Madzkur membenarkan dan memperbolehkan pengangkatan hakim

% Opcit, him. 19
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dari orang yang bukan Islam untuk mengadili perkara-perkara
antara orang Islam. Hal ini didasarkan kepada kelayakan menjadi
saksi di mana non-Islam boleh menjadi saksi bagi orang Islam
(kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan).®’
Abdul Al-Autwah tidak setuju dengan pendapat Muhammad Salam

Madzkur yang membenarkan pengangkatan hakim yang bukan

orang Islam untuk mengae
il akim non muslim hanya

/P .
dalam keads rUkGE sajas 4 arena=masalah peradilan
22 A K Yty

& W 9

arang-orang Islam. Abdul Al-Autwah

Laki-laki yang merdeka merupakan syarat untuk dapat diangkat

menjadi hakim, tidak sah wanita diangkat sebagai hakim. Apabila

8 Al-Siddiqy, Hasbi , Op.cit, him. 22.
8 Ibid, him. 23.
% Op.cit him. 530
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ada pihak yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka putusan
yang dijatuhkan itu tidak sah.%

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat
sebagai hakim untuk memutus perkara yang menerima persaksian
wanita, dan wanita boleh menjadi hakim kecuali dalam perkara

hudud dan qishas karena tidak diterima wanita dalam perkara

tersebut. Jika ada penguésewyang mengangkat wanita sebagai

hakim, maka / tetapi orang yang

meng ﬁi’:g;faq ! ir  Ath-Thabari

E\\\ﬂi’hﬂj

Hr = WnoF =
pKa wanita | ednvw Sal
‘J L‘J ﬂl

oS

pola pikirnya bagu enemukan titik terang dari
sebuah kemusykilan.®? Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar
dipandang telah mukallaf, tetapi adalah benar-benar seorang yang
sehat pikirannya, cerdas dan bijaksana, agar dapat memecahkan

masalah dalam perkara yang diadilinya. Hukum Islam tidak

% 2> Op.cit, him. 24.
! Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Cet. 1, (Jakarta:
Kencana, 2007), him. 24

92 Syafi'i Saghir, Nihayatul Muhtaj, darul kutub ilmiya, him. 238
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menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat
diangkat sebagai hakim. Islam hanya menentukan baligh sebagai
syarat minimum untuk diangkat sebagai hakim. Dengan demikian
anak-anak tidak dibenarkan menjadi hakim karena mereka belum
dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya.

Menurut Imam Al-Mawardi kemampuan akal telah disepakati oleh

ulama sebagai sy pagi seseorang untuk menduduki

jabatan haki hanya kemampuan akal

elemente Gﬁﬁ MUH;); \
/‘r‘é’e’“\ : 5 g '@. fasannya, ia dapat
t:h‘ %, p a':,; \ it

stahuan yang baik,

atau batalnya suatu pelaksanaan hukum.

5) Mengetahui pokok hukum syara’ dan cabang-cabangnya
Syarat ini penting karena memang bidang yang digeluti adalah

bidang hukum sehingga disyaratkan bagi hakim adalah orang yang

% Opcit, him. 25
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mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.®* Syarat
ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah
dan sanggup membedakan antara yang benar (hak) dengan yang
salah. Imam Syafi'i berpendapat, wajib seorang hakim itu orang
yang mujtahid mutlak yaitu mengetahui tentang al-Qur’an, Sunnah,
ima’, Qiyas, pendapat ulama, dan bahasa Arab.” Dengan

pengetahuannya itu dia dépat,_melakukan istimbath hukum atau

angan pihak yang

berperk ucag DU yang dijatuhkan. Imam Al-

Mawardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya orang
yang bisa melihat dan mendengar.”® Dengan penglihatan dan
pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak

manusia dengan baik, ia dapat juga membedakan antara pihak

% mam Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah-Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Dar al-
fikri, Beirut), him. 61

% Opcit, him. 22-23

% Opcit, him. 27-28
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yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat
membedakan pihak yang benar dengan pihak yang salah dan
orang yang berbuat benar dengan orang yang berbuat salah. Tapi
sebagian pengikut Syafi'i ada yang membolehkan mengangkat
orang buta untuk menjadi hakim. Dan bahkan dalam hal

kesempurnaan indra yang lain, tidak menjadi sebuah syarat.®’

Pendapat tersebut berpada pengangkatan oleh
Rasulullah f/ i

Rasululla

3. Kedudukan Hakim

Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting.

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan

7 Abi Ya'la, al-Ahkam al-Sultaniyyah, him. 61
% Opcit, him. 27-28
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kehakiman yang diatur dalam undang-undang.’® Hakim harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan
berpengalaman dalam bidang hukum. Bagi seorang hakim, hakim dituntut
dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta hakim wajib menjaga
kemandirian peradilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum,
menetapkan apa yang ditentuke kum dalam suatu perkara.
Dengan demikian .-;/ pOkeknya adalah menerima,
/.e - S MUH’ I*i\

“'AK !qu h

l L
\\d h&f
'h i “WJ‘%?

secara mutla dilakukan oleh

terdakwa,'%* latar belakang
perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara

mutlak dan tuntas.

% UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004) him.
35.

1% Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1992), him. 37.

101
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Jadi, dalam Islam sejatinya hakim adalah wakil resmi khalifah di
sebuah wilayah, utamanya dalam penerapan hukum Islam. Dalam konsep
hukum Islam, sejatinya jabatan gadi bukanlah jabatan yang diperuntukkan
bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang
memiliki kualifikasi. Karena begitu berat konsekuensi dari seorang hakim,

ia harus siap menanggung semua beban itu.

an Perkara Talak

dan keadilan
sadilan harus

C. Pertimbangan Hakim dalam«Nie

Seorang haki -ﬂ‘ !*»5 MUHQ%
“‘MCA Sﬁ

= \\d!hhy//
S

“‘pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan
pertimbangan.
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
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keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping
itu jJuga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

paling penting dalam peme persidangan. Pembuktian bertujuan

iwa/fakta yang diajukan itu

2. Adanya ‘-n"-'s . adap segala aspek

menyangkut semua fa

3. Adanya semua bagian dari petitum  penggugat harus

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

192 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,

Pustaka Pelajar, 2004), him.141



54

menarik  kesimpulan  tentang  terbukti/tidaknya ~dan  dapat

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.*®®

Menurut Dr. Muh. Najmi Fajri M.H, bahwa hakim dalam memutuskan
setiap perkara, khususnya perkara talak memerlukan pertimbangan,
adapun pertimbangan hakim adalah menelusuri fakta-fakta kejadian dalam
rumah tangga, apakah sang suami betul telah menceraiakan istrinya
sudah sebanyak 3 kali dan mencari bukti (tertulis) serta saksi-saksi yang
telah menyaksikan bahwa sang suami tersebut telah menceraikan istrinya
sudah sebanyak 3 kali.*®*

D. Putusan Hakim dal

didepan sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara antara para pihak yang bersengketa'’.

1% bid, him.142

104 Muh. Najmi Fajri, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, 4 April
2017

195 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. Ill, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003)
him. 48

1% Moh. Taufik Makarau, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. |, (Jakarta: PT. Rineka
cipta, 2004) him. 124

197 Nasir, Hukum Acara Perdata, Cet. I, (Jakarta: Djambatan, 2005)



55

Untuk dapat memberi keputusan yang benar-benar menciptakan
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur
negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk
perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang
akan diterapkan, baik peraturaan hukum yang tertulis dalam peraturan

108

perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis™ seperti hukum

adat/kebiasaan. idang-undang tentang kekuasaan

yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan

1% Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet | (Jakarta:

Pustaka Kartini, 1998) him. 83

HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjiemahkan
menjadi reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan
perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini
berlaku di jaman hindia Belanda, tercantum di berita negara (staatblad) no. 16 tahun
1848 sedangkan R.Bg adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten
yang sering diteriemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa dan
Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun
pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura, tercantum dalam staatblad no. 227
tahun 1927

109
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dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan
perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara
yang diputus berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis,
seperti yurisprudensi atau doktrin hukum maupun yang tidak tertulis,
seperti hukum adat/kebiasaan. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1)

H.I.R. hakim karena jabatannya'*® wajib mencukupkan segala alasan

al-pasal yang

dapat cukup

AKkibatnya, putusan hakim yang

seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.*?
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
Asas ini sebaagaimana yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) H.I.R

dan psal 189 ayat (2) R.Bg., dimana dalam setiap putusannya hakim

110 pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Presfektif Masa Kini, 2001, him. 60
ﬁ; Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 6 (Sinar Grafika, 2007), him. 798
Ibid
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harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi
gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan
memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.
Karena cara yang mengadili yang demikian bertentangan dengan asas
yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas

sebelumnya bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan

pada tingkat selanju tetapi, tidak selamanya kelalaian

atas kewajiban un mi_mengakibatkan putusan
batal. Adaks ‘:':)/ <851 UH#!,;\\' haiki pada tingkat
' ‘/Q:A\?ﬁ PAKAS ; R tingkat

\3‘
\m!ﬁ,y/

Lur

maupun petitum guga
atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the
powers of his authority). Dengan demikian, apabila suatu putusan
mengandung ultra petitum partium, harus dinyatakan cacat (invalid)
meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith)

maupun sesuai dengan kepentingan umum (publik interest). Hal ini

13 |bid, him. 800



58

mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai
sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna
melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk
kepentingan umum (publik interest). Hal senada juga disampaikan oleh
R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan
kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak
pasif.'** Dan Yahya Harahapsberanggapan bahwa mengadili dengan
\-‘ a,. yang digugat, dapat
. 14 ";)\t
4?* (DKASS, 4’«7
) A

l,.-' = {\‘.\\m’iﬁd//
. A

S

cara mengabulka

menjatuhkan putusan yang-m»

juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak
diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar
asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus

dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

114 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 1992) him.94
15 pandu, op.cit, him. 168
118 Harahap, op.cit, him. 801-802
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Diucapkan di muka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka
untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 undang-
undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

“‘Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum?”.

Hal ini tidak terkecuali terhadap, pemerikasaan yang dilakukan dalam

sidang tertutup. Khususpy idang hukum keluarga, seperti

: /P; i U HAM ,\ perundang-undangan

ps

menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang

pengadilan? Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu
argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya
dengan kebebasan mendapatkan informasi (the freedom of

information), dimana setiap orng atau warga negara berhak untuk

117

Pandu, op.cit, him. 88
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memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman (judicative power) yang tiada lain daripada
pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (judicial power of

118 Berdasarkan

the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.
argumentasi di atas, maka seharusnya disetiap negara, termasuk

Indonesia memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan

televisi langsung dari ruang sidails, pengadilan. Akan tetapi, kebolehan

itu tentunya tidak be pat pembatasan yang
itaatis '/r"hw' MUH /h dapat berjalan dengan
& @

4)
\\“‘1'%:;”/,
- ‘%‘:""

atau ditaya
pengadilan, dapat me yang memeriksa perkara untuk

lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang.**

118 Harahap, op.cit, him. 806

119 |hid, him. 806-807
120 bid, him. 807
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Hakim dalam mengambil keputuan terhadap perkara yang diperiksa,
dapat memilih 3 (tiga) teknis pengambilan keputusan dan penerapan hukum,

yaitu:

1. Tehnik Analitik
Metode ini disebut uga dengan yurdis geometris. Bagi para hakim yang

akan menggunakan metode ini maka ia harus menguasai hukum acara

lengkap, maka sebaiknya bagi para hakim tidak menggunakan metode

ini, dikarenakan akan mendapatkan kesulitan dalam hal analisa

masalah dan pengambilan keputusan

2. Tehnik Equatable
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Yaitu tehnik yang dilihat dengan menganalisa isu pokok yang harus
dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan
tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka
hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang
kemudian dapat ditemukan dan dicari penyelesaiannya, rule-nya

(hukumnya).*?*

3. Tehnik Silogisme /\
Tehnik ini paling banya

KIm, karena ia sederhana dan
/1;5\5 MUH,, \ .
PKAS$4

\\d ﬁ W/
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merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi

manusia.

Menurut Dr. Muh. Najmi Fajri M.H, bahwa putusan hakim dalam perkara
talak, khususnya talak tiga (talak yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali
dan bukan talak dalam satu majelis) itu bisa berbeda-beda, ada hakim

21 B Arief Sidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang

Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Iimu Hukum Sebagai Landasan
Pengembangan Iimu Hukum Nasianal Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000) him.
166-167
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yang mengatakan talaknya sah dan sang suami tersebut harus berpisah
dengan sang istri dan ada juga yang mengatakan talaknya tidak sah. Dan
dalam hal ini, ketika para hakim akan memutuskan suatu perkara, apakah
perkaranya itu diterima atau tidak, maka para hakim tersebut
bermusyawarah untuk menentukan putusan akhir. Tentunya sebagai
hakim pengadilan agama yang beraviliasi dengan hukum negara
(maksudnya hukum negara dalam bidang perdata Islam) hendaknya
dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku, maka dalam hal ini
pastilah/haruslah perkara tersebut diputuskan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku yaitu dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, yaitu:

(1) Perceraian hanya dapat d| kukan di depan sidang pengadilan

dangan di
Indonesia sebé sar Hal ini
disebabkan oleh "3 A peradilan untuk
menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan, sebagaimana yang telah
disebutkan dalam UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan
KHI semuanya menyatakan bahwa,

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”

122 Muh. Najmi Fajri, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, 4

April 2017
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Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan
yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya
yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran
hukum yang selama ini berkembang, vyaitu aturan figh. Aturan figh
mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas

inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh

P~5 MUH4
p.\"\ﬁms

suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
3. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia

mentalaknya.

128 Alyasa Abu Bakar, “lhwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari

Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam”, (Bagian Pertama)
dalam Mibar Hukum No. 40 thn. I1X 1998, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA
Islam, 1998), him. 57
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4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak
ditujukan pada suami

Aturan perceraian yang tertera dalam UUP No. 1/1974 ini serta aturan

pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9/1975 dirasakan terlalu jauh

perbedaanya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat

muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.**

adi penyaksian

pengadilan diluar sidang pengadilan atau sidang yang tidak diadakan khusus
untuk itu tampaknya tidak diizinkan. Ketiga, secara implisit bisa dikatakan
bahwa perceraian seperti disebutkan diatas baru boleh dan baru sah
dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Keempat, perceraian dianggap

terjadi sejak talak diucapkan suami didepan pengadilan tersebut. Dari

124 bid
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keempat hal ini tampaknya yang paling dominan adalah izin (keputusan)
pengadilan yang baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-

alasan perceraian.'®

Dalam simpulannya, Alyasa Abu Bakar menyatakan, peran pengadilan
dalam persoalan izin mengucapkan talak ini adalah pasif dalam arti lebih

dekat kepada mempersaksikan adanya fakta-fakta daripada peran

memeriksa, apalagi me

adalah :

"" "\* :E':ll!i;ﬂ’!
-¢ ]
Rl

Sl Gl V) oSan Y S

“Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada
tuntutan penggugat”?

% pid

2% |pid, him. 62

127Sayyld abdurrahman bin muhammad al-masyhur, Hamisy Bughyatul Musytarsyidin,
darul fikr, damaskus-syiria, him. 270
Sayyld abu bakar muhammad syatha ad-dimyathi, I'anatut Thalibin, Darul Kutub
limiah, beirut, him. 222-223

129 |mam asy-syairozi, Al Muhadzab 1, darul kutub al ilmiyah, beirut, him. 319
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sl e GLoady oS Al

“Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata. (Kaidah
Ushuliyah)”

Gl : JE ala g ade & L il ) Sed) g5kl 530 G @)
Q@Lﬂ\@;eHYJcbﬂQﬁM\jd\;)l\g

dari Pihak perempug engumpulkan beberapa
talak™*

mengaku telah
ai ia mengatakan

mencerai
pengakua

Masih ingatkah kita dengan hadits nabi SAW yang menceritakan kisah

pengakuan orang yang berzina**, apa yang dilakukan oleh pengadilan

130 Al Imam Al-Khatib Al Syarbini, Al Igna Ill, him. 401

31 yusuf bin Ibrohim Al-Ardabili Al Anwar 11, Darudh Dhiya’, him. 131

132 sayyid abu bakar muhammad syatha ad-dimyathi, him. 251

133 |mam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti Al Asybah wan Nado'ir Il Maktabah Nazzar
Al-Baz, Mekah - Riyadh - Arab Saudi, 1997, him. 262
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agama, apabila ada seorang suami yang berikrar bahwa dia sudah
menjatuhkan talak 3 di luar pengadilan dikuatkan dengan pengakuan si istri
dan saksi lain, maka dianggap itu tidak dibenarkan karena dilakukan tidak di
hadapan pengadilan dan tidak melalui prosedur pengadilan. Apabila hakim
menafikan igrar talak 3 dari suami diikuti kesaksian istri dan saksi lain,

kemudian memerintahkan mereka kembali dalam rumah tangga dan

hubungan suami istri, apakah dak berarti membiarkan terjadinya

perzinahan ?

Menurut pe

R

i USiakabn S

Abu Hurairah RA berkata: Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, lalu
berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Beliau bertanya: "Apa yang
mencelakakanmu?" la menjawab: Aku telah mencampuri istriku pada saat bulan
Ramadhan. Beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk
memerdekakan budak?" ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau
mampu shaum dua bulan berturut-turut?" la menjawab: Tidak. Lalu ia duduk,
kemudian Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberinya sekeranjang kurma seraya
bersabda: "Bersedekahlan dengan ini." la berkata: "Apakah kepada orang yang lebih
fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah
keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka tertawalah Nabi
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sampai terlihat gigi siungnya, kemudian bersabda:
"Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu." Riwayat Imam Tujuh dan
lafadznya menurut riwayat Muslim.
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b. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan
syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, termasuk
menghadirkan saksi-saksi, maka hendaknya hakim mengabulkan
permohonan talak tersebut, dan dalam hal ini termasuk mengabulkan
permohonan talak tiga tersebut

c. lddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak

aka rujukilah
engan baik dan
antara kamu dan

Hal ini sesuai dengan pasal 76 UU No0.7/1989"*, tampaknya pembuat

Undang-undang pencantuman pasal 66 ayat (1) UU No0.1/1974 diilhami

%5 Departemen Agama RI, Surah at-Talag: 2, Op.cit,

136 Abu Malik Kamal, Op.cit, hal. 259-260

37 pasal 76:

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigagq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri



70

pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya saksi- saksi bila

seseorang akan menceraikan/mentalak isterinya.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masig-masing pihak
ataupun orang lain untuk menjai hakam
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab

terakhir ini ada beberapa kesimpulan tentang presfektif hakim tentang

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim
dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
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2. Putusan hakim dalam perkara talak, khususnya talak tiga (talak yang
sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan bukan talak dalam satu
majelis) itu bisa berbeda-beda, ada hakim yang mengatakan talaknya
sah dan sang suami tersebut harus berpisah dengan sang istri dan ada
juga yang mengatakan talaknya tidak sah. Dan dalam hal ini, ketika

para hakim akan memutuskan suatu perkara, apakah perkaranya itu

menentukan putusa

/'F\q MUH;"-
%m\‘(AS Sa.

\“*“!‘3//4

1989 tentang peradilan agama dan pasal 115 KHI masing-masing

berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”
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3. Dalam hukum Islam, talak dijatuhkan oleh sang suami, karena talak
merupakan hak suami. Adapun kedudukan talak di luar pengadilan
adalah:

a. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama,
maka talak yang dijatuhkan didepan hakim pengadilan agama itu
dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya

b. Talak di luar penga

syari yang kebt

anya sah dengan syarat ada alasan

slipuktikan di pengadilan,

aknya hakim

Mengenai UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan KHI

semuanya menyatakan bahwa,
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”

hendaknya ada pengecualian bagi para hakim untuk mengabulkan

permohonan talak dengan syarat ada alasan syari yang kebenarannya
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dapat dibuktikan di pengadilan, misalnya faham tentang figh nikah,
khususnya dalam masalah talak dan menghadirkan saksi-saksi. Hal ini sesuai
dengan pasal 77 UU No0.7/1989 yang mensyaratkan adanya saksi-saksi bila

seseorang akan menceraikan/mentalak isterinya
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